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BAB 4 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 

 

4.1 Profil Bappeda Provinsi Jawa Tengah 

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi 

Jawa Tengah atau disingkat Bappeda Provinsi Jawa Tengah merupakan Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terletak di Jalan Pemuda Nomor 127-133 

Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Bappeda Provinsi Jawa Tengah memiliki 

visi sebagai berikut: “Profesional, Partisipatif dan Inovatif guna 

Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Efektif dan Berkelanjutan”. Guna 

tercapainya visi, misi yang dimiliki Bappeda Provinis Jawa Tengah sebagai 

berikut: 

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM, 

2. Mewujudkan sistem dan tata kerja yang efektif dan efisien, 

3. Mewujudkan pengelolaan sistem database perencanaan dan statistik daerah 

yang akurat berbasis teknologi informasi, 

4. Meningkatkan kualitas perencanaan serta koordinasi internal, horisontal dan 

vertikal dengan melibatkan secara aktif pemangku kepentingan. 

Bappeda Provinsi Jawa Tengah merupakan organisasi pemerintahan 

berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 3 

tentang Penjabaran Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Tugas pokok 
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membantu Gubernur dalam melaksanakan pemerintahan bidang pemerintahan dan 

sosial budaya, bidang perekonomian, bidang infrastruktur dan pengembangan 

wilayah, bidang penyusunan program, monitoring dan evaluasi pembangunan, 

bidang riset dan pengembangan, dan bidang inovasi dan teknologi yang menjadi 

kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah serta 

tugas Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di bidang perencanaan  

pembangunan daerah.  

Guna melaksanakan tugas pokok kinerja organisasi Bappeda Provinsi Jawa 

Tengah mempunyai fungsi. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 

1 Tahun 2019 Pasal 4, sebagai berikut : 

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan 

pengembangan, 

2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan 

pengembangan, 

3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di 

bidang perencanaan dan penelitian pengembangan, 

4. Pelaksanaan tugas Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di bidang 

perencanaan pembangunan daerah, 

5. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, 

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan 

fungsinya. 
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Bappeda Provinsi Jawa Tengah memiliki unit pengelola dan unit kearsipan 

berperan penting dalam keberlangsungan kinerja organisasi. Unit pengolah dalam 

Undang-Undang Nomer 43 Tahun 2009 menjelaskan “Unit pengolah merupakan 

satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab 

mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di 

lingkungannya.” (ANRI, 2009). Bappeda Provinsi Jawa Tengah memiliki 6 

(enam) bidang kerja yaitu Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, Bidang 

Perekonomian, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bidang 

Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, Bidang Riset dan 

Pengembangan, serta Bidang Inovasi dan Teknologi. Hal ini menjelaskan bahwa 

enam bidang kerja tersebut merupakan unit pengolah yang akan menghasilkan 

arsip dalam menjalankan tugas setiap hari. 

Unit kearsipan dalam Undang-Undang Nomer 43 Tahun 2009 menjelaskan 

bahwa “Unit kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai 

tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan”, (ANRI, 2009). Unit 

kearsipan memiliki fungsi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan 

kegiatan kearsipan Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Unit kearsipan terletak di 

ruang tata usaha kesekretariatan bagian subbagian umum dan kepegawaian. 

Pada bagan 4.1 struktur organisasi Bappeda Provinsi Jawa Tengah 

menjelaskan bahwa Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang bertugas memimpin 

pelaksanaan tugas dan fungsi Badan. Kepala Badan dibantu oleh sekretariat, dan 

di bawahnya terdapat bidang-bidang kerja yang membantu tugas kepala serta 

kelompok jabatan fungsional. Selanjutnya, arsiparis termasuk kategori kelompok 
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jabatan fungsional di lingkungan Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Dalam 

penempatan tugasnya, arsiparis bekerja di bagian umum dan kepegawaian 

membawahi unit kearsipan dan tata usaha kesekretariatan. Arsiparis memiliki 

peran penting dalam menjalankan tugas di bagian tata pengelolaan arsip dan 

dokumen. Hal ini arsiparis bertanggung jawab atas aktivitas pengelolaan arsip dan 

dokumen yang ada di Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Pada gambar 4.1 

menjelaskan bahwa arsiparis merupakan kelompok jabatan fungsional yang 

menunjukkan hanya ada satu arsiparis di Bappeda Provinsi Jawa Tengah. 
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Berikut adalah bagan 4.1 struktur organisasi Bappeda Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tahun 

2019. 

Bagan 4.1 Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Jawa Tengah 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

Sumber Data: Peraturan Gubernur Jawa Tengah, 2019
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Berikut adalah gambar 4.1 kelompok jabatan fungsional berdasarkan arsip 

kepegawaian di Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019. 

Gambar 4.1 Kelompok Jabatan Fungsional 

 

(Sumber Data : Arsip Kepegawaian Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2019). 

Berdasarkan gambar 4.1 tersebut dapat dijelaskan bahwa arsiparis termasuk 

kelompok jabatan fungsional. Informan pertama tercatat pada arsip kepegawaian 

yang menyatakan jumlah arsiparis hanya ada satu di Bappeda Provinsi Jawa Tengah 

yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang melakukan kegiatan pengelolaan 

arsip sesuai dengan bidang dan keahliannya. 
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4.2 Profil Informan Penelitian 

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai masalah penelitian, terlebih dahulu 

menjelaskan tentang profil informan. Informan diperoleh berdasarkan hasil 

wawancara antara peneliti dengan tiga orang informan penelitian. Adapun ketiga 

informan tersebut terdiri atas satu arsiparis serta dua staff tata usaha Bappeda 

Provinsi Jawa Tengah yang turut berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian 

pengetahuan dalam organisasi Bappeda Provinsi Jawa Tengah. 

Informan pertama merupakan arsiparis madya Bappeda Provinsi Jawa Tengah 

yang sudah bekerja selama 30 tahun di bidang pengelolaan arsip. Beliau bekerja 

secara fungsional dan bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan arsip dan 

dokumen di Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Sekaligus satu-satunya sebagai arsiparis 

yang akan memasuki masa bakhti purna dini. 

Adapun dua orang informan dari staff tata usaha subbag umum dan 

kepegawaian masing-masing. Selanjutnya, informan kedua merupakan pengelola 

arsip central berkas Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Beliau memiliki tanggungjawab 

terhadap berbagai kegiatan pengelolaan arsip secara teknisi sehingga dapat berjalan 

sesuai dengan prosedur yang tepat. Selain itu, informan ketiga merupakan staff tata 

usaha bagian program Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Beliau memiliki tanggung 

jawab melakukan kegiatan alih media dari fisik arsip dan mengelola arsip dan 

dokumen yang terdapat di Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Kemudian, hasil alih 

media tersebut diunggah pada situs Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Jadi, dua orang 
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informan turut berpartisipasi dalam pelestarian pengetahuan dimulai dari aktivitas 

pengelolaan arsip hingga digitalisasi arsip.  

 


